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Memmbang

Mengingat

o1

MENTERT KEUANGAN REPUBLIK [(NDONESIA. -

bahwa peraturan pclaksanmasn di bidang usaha jnemsuransian ‘perly
disesuaikan dengan perkembangar  kegiatan industri  asuransi puda
khususiya den perkembangan perekonamian nasional pada WMUumMnya;

Jahwa sehubungan dengan i dipandang perla untuk menguhah beberapa
ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48 1/KMEK 01 7/1996
ientang  Kesehatan Keuangan Perusahaan  Asuransi dan Perusahaon
Reasuransi dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Upndang-undang Nemor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor [3, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3467);

Peraturan Pemerintalh Nomor 73 Tahan 1992 lentang Penvelenpparaun
Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 130, Tambzhun
Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Femerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 386 .

: Képum,_smsiden Republik Indonesia Nomor 355/0 Tahun 1999 tentany,

Pemibémtukan Kabinct Persatuan Nasional:

Keputusan Menteri Keuangan Nomar A8I/KMEK 0171999 Tahun 1099
tentang  Kesehatan Keuangan Perusahaan  Asuranst  dan Perusahaan
Reasuransi;

Kp. : LK/SJ.851/7.
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MENTERF KEUANGAN
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MEMUTLSE AN

. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPLUBLIK INDONESLA

TENTANG PERKUBAHAN - ATAS  KEPUTUSAN  MENTERI
KEUUANGAN REPUBLIK INDONESLIA NOMOR: 481/ KMK.G17/1999
TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASLRANST
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

© Pasall

Menamibah 2 {dha) pasal baru di antara pasal 31 dan pasal 32 yaitu paal
31 A dan pasal 31B, yang berbunyi schagai berikut :

Péﬁ.al' 31A

(1) Daiam hﬂl tcr_|&d1 penggﬂbungan 2 (du&} atau lebih hadan hukum
tcmp&t Perusakiaan Asuranst dan Pem‘-:ahaan Reasuransi melakukan
ifrvestast dan JumIah penémpatan investasi pada badan hukum hasi
penggabungan  menjadi lebib  besar dari  batasan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan ateu Pasal 8, maka kelebihan jumlah
penempatan investasi tersebut diperlakukan sebagai kekayaan vang
diperkenankan untuk jangka waktu palmg lama. 12 (dua beias} bulan
sejak langpal penggabungan;

(2) Tanpa mengurangi berlakunya ketenmtuan sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (1), untuk penggabungan badan hukum dalam rangka
restrukturisasi  perbankan di Indonesia, vang terjadi schelum
Keputusan ini ditetapkan, yang mengakibatkan jumlah deposito dan
atau  sertilikat deposito Perusshaan Asuransi dan  Perusahaan
Reasuransi melebihi batasan sebagaimana diimaksud dalam pasal 7
avat (1) dan ataz pasal 8, maka kelecbihan jumfah pencmpatan
deposito dan atau sertifikat deposito lersebut diperlakukan schagai
kekayaan yang diperkenankan untuk jangka wakiu pahng lama 3
{1iga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini,

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
sehapaimana dimaksud pada ayar (1) dan avat (2) menempatkan
tambahan investasi pada badan hukum hasil penggabungan selama
masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat {2)
dan mengakibatkan pmnlah investast menjadi lebih besar dari hatasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, maka tambahan
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Pazal 31B

(1} Ketemtuan mern zenai pembatasan penempatan kekayaan sebagaimana
dimaksud daiam pasal 7 ayat (1) dan pasal ® tidak bérlaky hagi
Perusahaan Asuransi dap Perusahaan  Reasuransi dengan sisiem
syari'gh.

{2} Kelentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan penempatan
kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 6. dan Pasal 7
bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistern
syuri’ah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal
Lembaga Kevangun,

Pasal 1T

. Keputusan Menterj Kevangan ini mulai beriakas pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengeltahuinya, memerintahkan PENgUrUMa
Keputusan inj dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia. '

Ditetapkan dj Jakara

padatanpgal 31 Juld 2000
Salinsn sesuai dengan aslinya ¢ ]

7 num Menteri Kenangan

Bagian Tata Usaha Departemen Hd.

Bambang Sudibyo




